BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim
1. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili.?? Berdasarkan pasal 1 ayat 9 KUHAP ,
mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,
dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan
hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum,lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.?

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan
memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim

artinya orang yang mengadili perkara (di pengadilan dan mahkamah).

22 pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
23 pasal 1 angka 9 KUHAP
24 pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga
kemandirian peradilan.?® Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang
berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan .

Sedangkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia .’

. Tugas Dan Kewenangan Hakim

Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman,
seperti dalam Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) disebutkan, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas
dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini”.?

25 ywww.wikipedia.com

%6 pasal 24 ayat 1 UUD 1945
27 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
28 pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
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Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara, susuran majelis hakim sekurang-
kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua
orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang
ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.?®

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib
menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan.
Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan
kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal
yang diatur oleh UUD 1945.%°

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang
serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim
untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas
peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-
cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.®

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya
atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh
menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang
diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan
hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum
yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis. Hakim dapat

menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat

29 New.detik.com
%0 pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
31 pasal 1 Angka 9 KUHAP
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Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib
menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim,
antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.
3. Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat
segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara
yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses
peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak
suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu
tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan
oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya
putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”.>

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan
putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut
putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis

dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep

32 pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
33 H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,
Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, him. 127.
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putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum
diucapkan di persidangan oleh Hakim.**

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang
perlu kita pahami, yaitu: Unanimous diartikan putusan pengadilan yang
diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara
tersebut, Concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim
mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang
amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam
pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian Dissenting Opinion
yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang
mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya.
Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan
diletakkan sebelum amar putusan.®®

Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan
menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.®

4. Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Oleh Hakim
Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada
dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan yuridis hakim

34 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta:
Liberty.

35 www.konsultanhukum.web.id

3 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1).
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Pertimbangan yuridis hakim dapat diartikan suatu tahapan dimana
majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama
persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari
terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi segala
syaratyang mencapai batas minimal pembuktian.®” Pertimbangan
hukum merupakan dasar dari argumentasi hakim dalam memutuskan
perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya,
maka orang lain bisa saja menilai bahwa putusan itu tidak benar dan
tidak adil.®® Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam
sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat
pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang dipergunakan dalam
mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa
pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan

meringankan.®

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis
hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah

perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

87 Damang, 17 desember 2011, “definisi pertimbangan
hukum”, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1

38 Trimen Harefa, 17 juli 2014, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus
Perkara”http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-
hakim-dalam.html (08:30)

39 |_embaga Bantuan Hukum "Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, 29 januari 200
https://Ibhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-
alasan-yang-meringankan/
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didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut
relevan terhadap amar/diktum putusan hakim?

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan
hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di
antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

b. Keterangan saksi.

c. Keterangan terdakwa.

d. Barang-barang bukti.

e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena
berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143
ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat
uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan
memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan
dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat
disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan
disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan

satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal

40 Ljlik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan.
Mandar Maju. 2007hlm193.
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ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam
penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga
dan seterusnya.*!

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam
Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus
disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.*?

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP butir e yang
menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat
bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di
sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri
atau yang dia alami sendiri.*®

Barang-barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua
benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut
umum di persidangan yang meliputi:

a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari
tindak pidana.

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

4 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2006), hal.125.

42 pasal 184 KUHAP

43 Pasal 189 KUHAP.

24



c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi
penyidikan tindak pidana.

d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana.*

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus
dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan
perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal
yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim
yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasalpasal
dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu
putusan 31 pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada
setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal
yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap

di persidangan menjadi fakta hukum.*

b. Pertimbangan Sosiologis Hakim
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan

pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan

44 pasal 39 ayat (1) KUHAP
45 Pasal 197 huruf f KUHAP
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memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat

bagi masyarakat.*®

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.16 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara
sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus,

antara lain:

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat.

b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan
korban.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.*’

B. Tinjauan Umum Mengenai Pengadilan Anak
1. Pengertian Pengadilan Anak

Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak

46 Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), him 67
47 HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal
68
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yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 12
(dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah menikah. Pengadilan Anak merupakan salah satu
Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang
disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*®
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
pengadilan anak pada pasal 2 yang berbunyi ” Pengadilan Anak adalah
pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan
Umum”. Dan pasal 3 yang berbunyi “Sidang Pengadilan Anak yang
selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan
dalam Undang-undang ini .4
2. Putusan dalam pengadilan anak
a. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan
kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan
segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
b. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
dari Pembimbing Kemasyarakatan.
c. Terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan, Pidana yang
dijatuhkan terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana

Pokok meliputi: penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan.

48 www.wikipedia.com
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak
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Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau
pembayaran ganti rugi.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa,
mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,

pembinaan dan latihan kerja.

d. Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana
penjara (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

e. Pidana penjara, Pidana kurungan atau Pidana denda yang dapat
dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak %2 (satu
perdua) maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini
diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak
(yurisprudensi tetap).

f. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang
dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan
tetapi apabila anal nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas)
tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi
tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen
Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di

bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
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g. Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai
umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3b di atas, dan
dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan
oleh Hakim.>®

h. Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak
dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

i.  Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90
(sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4
(empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

J. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan jangka waktu masa pidana
bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.

k. Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan
acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam
KUHAP, demi kepentingan anak yang bersangkutan (yurisprudensi
tetap).

3. Acara persidangan pengadilan anak
Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut:

a. Persidangan dilakukan secara tertutup.

50 hitps://www.pn-bekasikota.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html
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g.

Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak
menggunakan Toga.

Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing
Kemasyarakatan =~ menyampaikan  laporan  hasil  Penelitian
Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.

Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua
atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing
kemasyarakatan.

Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar
Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau
orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan
tetap hadir;

Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga
didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis
Hakim.

Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.®!

C. Tinjauan Umum Sistem peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem

peradilan pidana anak adalah kesuluruhan proses penyelesaian perkara

51

https://pn-purworejo.go.id/component/tags/tag/196-tugas-dan-wewenang-pengadilan-

anak,.html
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anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.>?

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem
peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana
anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sistem penuntutan anak,
subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi
hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan
hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana
anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini
menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan
anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak
tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja
dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang ikehendaki oleh
pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang
adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu
sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 20125

2. Tujuan Sistem peradilan Pidana Anak

52 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
%3 Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H, 2019, “Sistem peradilan pidana anak” Anugrah Utama
Raharja (AURA), hal.19
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Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan
individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang
dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan.
Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma
pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum
tak layak.Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya
mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa
depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman,
bimbingan dan pendidikan.>

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan
kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar
menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proposionalitas (tidak
hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi
juga pada pertimbangan keadaan-keaaan pribadinya, seperti status sosial,
keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang
berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan
reaksi-reaksinya).>®

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata
asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya
dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas

% Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, him. 93.
% Setya Wahyudi, Op.,Cit, him.41
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pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak,
penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional,
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
penghindaran pembalasan

Keadilan Resotarif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana
Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif
atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam United Nations
Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The
Beijing Rules), dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985,
mengatur:>®

4. Ketentuan Diversi dalam Sistem peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Kemudian batasan
umur Anak diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UU SPPA yang
menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang

menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak

% Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses
Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, him.4
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pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya

diversi.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem peradilan Pidana anak yang berbunyi “Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak .

Dilanjut lagi pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan
negeri wajib diupayakan Diversi” dan ayat 2 yang berbunyi “ Diversi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak
pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana ™.’
Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan

berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau

> Pasal 1, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem
peradilan pidana anak
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peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali
pada keadaan semula (restitutio in integrum), dan bukan pembalasan.>®

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
(selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi
adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali,
korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja
sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk
mencapai kesepakatan melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan
fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk
menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4
Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang
telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah
berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18
(tahun).>®

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat
Penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal
29 UU SPPA. Apabila diperinci, Hal ini dilakukan ditingkat penyidikan
lazimnya dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikut:

%8 Ibid., him.41
% Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
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Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat
Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta
pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing
Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada
Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan
Penyidik diterima;

Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama
7 (tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;

. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka
polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial
Profesional -memulai proses musyawarah penyelesaian perkara
dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya
diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan
diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan
Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut

Umum:;

. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,

hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan.
Hasil kesepakatan tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang
bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan

Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3
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(tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan
tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut
Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

f. Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan
wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut
Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan
Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/
Bapas.®°

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat

Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan Pasal 42 UU SPPA.

Apabila diperinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan lazimnya dalam

praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Setelah menerima berkas dari kepolisian, Penuntut Umum wajib
memperhatikan berkasa perkara dari kepolisian dan hasil Penelitian
Kemasyarakatan yang telah dibuat oleh Bapas serta kendala yang
menghambat proses diversi pada tingkat penyidikan;

b. Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari

60 pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem peradilan Pidana anak
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penyidik dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah dimulainya diversi;

. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka
Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja
Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara
dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya
diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan
diversi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibutkan Berita
Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak;

. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,
maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk
kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan
oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk
memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan
Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya
kesepakatan  diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah
menerima penetapan tersebut Penuntut Umum menerbitkan penetapan

penghentian penuntutan;
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e. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke
Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara dan Laporan Penelitian
Masyarakat. 5!

Dalam UU SPPA upaya wajib dilakukan Diversi pada tingkat
pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan) diatur dalam ketentuan
Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila diperinci, Diversi
dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang Anak lazimnya dalam praktik
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan
wajib menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk
menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima
berkas perkara;

b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan,
yang melakukan Diversi tersebut sebagai Fasilitator Diversi yakni
hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani
perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4
Tahun 2014). Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mencapai
kesepakatan Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.

c. Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka

Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja

61 Pasal 7, dan Pasal 42 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak
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Sosial Profesional memulai proses diversi penyelesaian perkara
dengan melibatkan pihak terkait. Proses tersebut dilaksanakan paling
lama 30 (tiga puluh) hari dengan diawali adanya penetapan Hakim
Anak/ Majelis Hakim Anak tentang Penetapan Hari Diversi dan
prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan
kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil
maupun yang gagal sebagaimana lampiran I, 11, I11, dan IV Perma No.
4 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014;

. Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,
maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk
kesepakatan. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Ketua Pengadilan
Negeri mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut
disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak
yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan (lampiran V, VI, dan VII Perma No. 44 Tahun 2014).
Berikutnya, setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan
tentang kesepakatan diversi maka Hakim Anak/Majelis Hakim Anak
menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara dan juga
hendaknya berisi redaksional, “memerintahkan terdakwa dikeluarkan
dari tahanan”, terhadap Anak yang dalam proses perkara dilakukan

penahanan.
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e. Apabila diversi gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, di
mana selanjutnya Hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai
dengan prosedur persidangan anak.%?

Hasil kesepakatan diatur dalam pasal 11 UU SPPA yang berbunyi:
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

c. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga
pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling
lama 3 (tiga) bulan; atau

d. Pelayanan masyarakat.53

D. Tinjauan Umum Mengenai Asas Keadilan Restoratif
1. Pengertian Keadilan restoratif
Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh
pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan
pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin
mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya
peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan

prinsip keadilan restoratif, karena selama ini pidana penjara dijadikan

62 pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
peradilan Pidana anak
83 pasal 11 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
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sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di

pengadilan.®

Menurut Agus Widjojo bahwa keadilan restoratif merupakan salah
satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Keadilan
restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana
berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi
yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian
perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku
dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan
mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan
restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua
pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang
kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam
masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk
mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan
pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak

kejahatan.%®

keadilan restoratif atau restorative justice diatur dalam Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian

6 Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang
Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia, 3 (2)
8  Lemhannas.go.id https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-
widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-

retributif
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penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pasal 1 ayat 1 yang berbunyi
“keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan "%

Menurut Tony F. Marshal “Restorative justice is aprocess whereby all
the parties with a stake in a particular offence come together to resolve
collectively how to deall with the alftermalth of the offence alnd its
implications for the future”. (Restorative justice aldalah sebuah proses
dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu
bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk
menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat
dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masal depan). Dari defenisi
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak
pidana dengan mengunakan Restorative justice lebih mengutamakan
terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan
masal depan. Sedangkan menurut kriminolog Aldrialnus Melia, model
hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan
pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem
kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan,

pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi

% peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restorative pasal 1 ayat 1
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perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dalri sejauh mana
narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya

lebih ke keamanan (security approach).®’

2. Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

Pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI
N0.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 = tentang Pemberlakuan Pedoman
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember
2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini
mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara
tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan
dengan hukum, dan perkara narkotika. Berikut penjelasan mengenai ruang

lingkup penerapan keadilan restoratif.

a. Perkara anak
Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak keadilan restoratif
bisa tercapai melalui proses diversi. Diversi ialah tahap penyelesaian
tindak pidana di luar pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana, Tapi masih dalam tahap proses penyelesaian tindak pidana
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi memberi
jaminan perlindungan hukum kepadan anak yang berkonflik dengan

hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan

67Jdih.tanahlautkab.go.id

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel _hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-
dalam-sistem
pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20de
mi%20kepentingan%20masa%20depan)
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menerapkan diversi dalam tiap proses pemeriksaan. Berdasarkan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana, “fujuan diversi adalah:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak . 68

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan bermusyawarah dan
bermufakat di antara pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga

korban.5°

Penerapan proses Diversi dalam penyelesaian kasus anak dan
metode Restorative Justice yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, terutama masyarakat, dalam membantu proses pemulihan
dari kondisi yang lebih baik. Penerapan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang adil bagi semua

pihak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang pada tahap

8 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6
huruf a,b,c,d,e
89 Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono,” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

Tehadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor.

3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)”, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal.3
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perkembangannya saat ini , tetap membutuhkan perhatian, kasih
sayang, dan bimbingan dari orang-orang di sekitarnya untuk menjadi
pribadi yang bijaksana, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab,

dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada
anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait
(Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan/PK Bapas,
Pekerja Sosial/Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan
perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak
membuat kesepakatan perdamaian. Selanjutnya ditandatangani anak
dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan
perdamaian dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim demi

kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, hakim
wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan
berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos, dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat

menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).™*

b. Perkara Tindak Pidana Ringan

70 Marcella J. Kapojos, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap
Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak”. Lex Crimen Vol.VI/No.1/2017, hal. 23
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Perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan keadilan
restoratif sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal
482 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau
denda dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Ketua
Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan
Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma

No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif. "

Saat menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan,
penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk
menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan
pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, Ketua Pengadilan
menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau

uang yang menjadi obyek perkara seperti ketentuan di atas.

Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam)
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan
acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205-210 KUHAP. Setelah
membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta
menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim
melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai,
para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh
terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian

dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim. Penyelesaian

72 perma No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif
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C.

perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan
dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang
berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam hal kesepakatan
perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses
pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan
perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya.
Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang

berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara jenis ini, hakim mempertimbangkan
kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta
persidangan, seperti ketidaksetaraan status sosial antara para pihak
yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak
pada akses keadilan; diskriminasi; dampak psikis yang dialami korban;
ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; relasi kuasa yang
mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan riwayat kekerasan dari

pelaku terhadap korban/saksi.

Sesuai Pasal 5 Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim

dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
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Hukumonline.com https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-

keadilan-restoratif-di-pengadilan-1t5ff2dc079da4a?page=3

48


https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3

merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan
berhadapan dengan hukum; membenarkan terjadinya diskriminasi
terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat,
dan praktik tradisional lain ataupun menggunakan penafsiran ahli yang
bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan
pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar
membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip
gender. Ada kewajiban hakim dalam mengadili perkara perempuan
berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Perma No. 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.’

Hakim saat mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum
dengan pendekatan keadilan restoratif. Jika sebagai korban, hakim
wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi di masa
yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif. Hakim juga
harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak

kasus serta kebutuhan pemulihan korban.

"Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-haknya
tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur Pasal 98

KUHAP dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar

4 perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
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Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas

sosial setempat.""

Bila mengalami hambatan fisik dan psikis membutuhkan
pendampingan, hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping
baginya. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping sesuai
kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog
dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang
disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam
pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim
dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui
pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan
setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 3

Tahun 2017.7°

d. Perkara Narkotika

Untuk perkara narkotika, pendekatan keadilan restoratif hanya
dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban
penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian
satu hari sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA,
Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala
Kepolisian, Kepala Badan  Narkotika  Nasional  Nomor

01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,

5 Pasal 98 KUHAP
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Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun
2014, Nornor Perber/01/111/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga

Rehabilitasi.

Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan
agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga
rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan
wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial

melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

Keadilan restoratif dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila
memenuhi syarat yakni saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri
dan/atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang
bukti pemakaian 1 hari berupa, Sabu maksimal 1 gram, Ekstasi
maksimal 8 butir, Heroin maksimal 1,8 gram, Kokain maksimal 1,8
gram, Ganja maksimal 5 gram, Daun Koka maksimal 5 gram, Meskalin
maksimal 5 gram, Kelompok psilosybin maksimal 3 gram, Kelompok
LSD maksimal 2 gram, Kelompok PCP maksimal 3 gram, Kelompok
Fentanil maksimal 1 gram, Kelompok Metadon maksimal 0,5 gram,

Kelompok morfin maksimal 1,8 gram, Kelompok petidin maksimal
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0,96 gram, Kelompok kodein maksimal 72 gram, Kelompok

Bufrenorfin maksimal 32 gram.””

3. Dasar Hukum Keadilan Restoratif

Di Indonesia ada beberapa dasar hukum keadilan restoratif yang

melalui proses media penal. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk
penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)
yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan
berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar

Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah :

a. Surat Kepolisian  Negara Republik Indonesia  No. Pol:

B/3022/XX1/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal
Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-
perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373,
379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih
dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point
penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan
penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi Kkecil,
penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus
melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun

apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan

7
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prosedur hukum yang berlaku sacara profesional dan proporsional;
penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah
mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian
perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat
serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan
melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

Delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan
pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut
delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda
maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal
82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda
damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.
Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut
Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak
nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun
dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun,
penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua,
wali. (Pasal 5 UU No. 3/ 1997).

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang
memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar
Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus

pelanggaran HAM.
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Beberapa instrumen hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam
menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana
Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan
pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan
putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama
seperti adagium populer “Fiat Justisia Ruat Coelum”, walau langit runtuh

keadilan harus ditegakkan.™

"8)dih.tanahlautkab.go.id

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel _hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-
dalam-sistem
pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20de
mi%20kepentingan%20masa%?20depan).
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